ABSTRAK

Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah, jika terhadapnya
dilakukan pencermatan, beberapa atau bahkan sebagian besar ternyata
mengandung beberapa akad (multi akad). Dengan banyaknya transaksi modern
yang menggunakan multi akad, kini atau bahkan pada dasawarsa terakhir ini
mulai ramai diperbincangkan para pakar fikih sekitar keabsahan dari multi akad.

Fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah, pertama bagaimana konsep
Multi Akad pembiayaan syari’ah perspektif KHES dan figh empat madzhab,
kedua bagaimana hukum multi akad pembiayaan syari’ah perspektif KHES dan
figh empat madzhab, dan ketiga bagaimana persamaan dan perbedaan konsep dan
hukum multi akad pembiayaan syari’ah perspektif KHES dan figh empat
madzhab.

Dengan tulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pola pikir, sikap,
dan pengalaman sebagai upaya peningkatan kwalitas dalam pembelajaran, yakni
mengetahui konsep akad dan multi akad perspektif KHES dan figh empat
madzhab, mengetahui hukum multi akad perspektif KHES dan figh empat
madzhab, dan mengetahui persamaan dan perbedaan multi akad pembiayaan
syari’ah dalam KHES dan figh empat madzhab.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan
menggunakan pendekatan komparative dan pendekatan perundang-undangan
(statue approach) dan bersifat deskriptif-analitik.

Kesimpulan utama dalam penelitian ini adalah adanya persamaan dan
perbedaan terkait konsep dan hukum multi akad antara KHES dan ulama-ulama
figh empat madzhab. Multi akad adalah terhimpunnya beberapa akad dalam suatu
transaksi, baik akad-akad tersebut melebur atau tidak, yang tidak menimbulkan
jahalah (ketidakjelasan), gharar (ketidakpastian), dan tidak menjerumuskan
kepada riba.

KHES dan figh empat madzhab sama-sama melarang multi akad karena
adanya nash yang melarangnya. Juga melarang multi akad yang dapat
mengantarkan pada transaksi riba. KHES cenderung membatasi ruang multi akad
hanya pada al- ‘ugiid al-muta’addidah. Sementara ulama Hanafiyyah dan ulama
Syafi’iyyah memberikan batasan pada transaksi yang tidak menimbulkan jahalah
al-tsaman yang berimbas pada transaksi gharar. Sedangkan ulama Malikiyyah
dan ulama Hanabilah memberikan ruang yang agak luas terkait multi akad, yaitu
yang tidak menjerumuskan pada praktek riba.

Dari aspek hukum, KHES cenderung tidak mengakui adanya multi akad,
artinya multi akad menurut KHES adalah tidak sah, sedangkan ulama figh empat
madzhab berpendapat multi akad adalah sah dan diperbolehkan dalam syari’at
Islam.

Posisi penelitian ini terhadap penelitian lainnya adalah memperkuat
penelitian sebelumnya, terutama penelitian Hasanuddin tentang konsep dan
standar multi akad dalam fatwa DSN MUI. Bedanya hasil dalam penelitian ini
menggambarkan ketentuan multi akad dalam KHES dan ketentuan multi akad dari
masing-masing figh empat madzhab. Ketentuan-ketentuan tersebut untuk
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dijadikan standar dalam menilai apakah suatu transaksi sah atau tidak menurut
suatu madzhab.

Penelitian ini signifikan untuk pedoman LKS dan DPS dalam meluncurkan
produk-produknya, sehingga setiap produk yang luncurkan sudah sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.
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ABSTRACT

Products in Islamic financial activities, if done against scrutiny, some or
even most of it contains some of the contract (multi-contract). With many modern
transaction that uses a multi-contract, now or even in the last decade began to
busy discussed figh experts about the validity of multi akad.

The focus of the discussion in this paper is, first how the concept of Multi
Akad financing Shari'ah and figh perspective KHES four schools, both how the
law of Shari'ah perspective multi KHES financing agreement and the four schools
of figh, and thirdly how similarities and differences in the legal concepts and
multi akad financing Shari'ah and figh perspective KHES four schools.

With this paper is expected to add insight into the mindset, attitudes, and
experiences in an effort to improve the quality of learning, of knowing the concept
of contract and multi akad perspective KHES and figh four schools, know the law
of multi akad perspective KHES and figh four schools, and find out the
similarities and multi differences in KHES Shari‘ah financing agreement and the
four schools of figh.

This research is a library (library research) using komparative approach
and the approach of legislation (statue approach) and descriptive-analytic.

The main conclusions of this research are the similarities and differences
related to legal concepts and multi-contract between KHES and scholars of the
four schools of figh. Multi contract is being gathered some agreement in a
transaction, whether the contract-agreement to merge or not, that does not cause
jahalah (vagueness), gharar (uncertainty), and not misleading to the usury.

KHES and the four schools of figh equally prohibits multi ceremony for
their texts that forbid it. Also prohibits multi contract to deliver at usurious
transactions. KHES tend to limit the multi akad just on al-'uqtid al-muta'addidah.
While scholars and clerics Hanafiyya Syafi‘iyyah impose limits on transactions
that do not give rise to jahalah al-tsaman which impact on gharar transaction.
While scholars and clerics Malikiyyah Hanabilah give a rather broad space
associated multi-contract, ie which does not plunge the practice of usury.

From the legal aspect, KHES tend not to recognize multi-contract,
meaning multi according KHES contract is invalid, while the scholars of figh four
schools of thought contend multi contract is legal and permissible in Islamic
shariah.

The position of this study to other studies is to strengthen previous
research, especially research on concepts and standards Hasanuddin multi akad in
fatwa DSN MUI. The difference in the results of this study illustrate the multi-
contract provisions in KHES and multi-contract provisions of each of the four
schools of figh. These provisions to be setandar in assessing whether a transaction
is legitimate or not according to some schools.

This research is significant for LKS guidelines and DPS in launching its
products, so that every product launch is in conformity with the provisions of
applicable law.
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